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KOTA PEMATANGSIANTAR  

DAN KABUPATEN MAMBERAMO RAYA 

 

 

 

A. Pendahuluan 

Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Muna dan Kabupaten 

Mamberamo Raya menyimpan sejumlah tantangan. Penyelenggara 

Pemilu, pemerintah, dan sebagian masyarakat harus rela menunggu hasil 

akhir Pemilukada lebih lama dari daerah-daerah yang lainnya. Hal itu 

disebabkan oleh adanya Putusan Pengadilan yang mengharuskan kedua 

daerah tersebut menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebanyak 2 

(dua) kali sampai hasilnya ditetapkan oleh pemegang otoritas penetapan 

hasil Pemilukada dan diterima oleh para pihak. 

Tantangan penyelenggaraan Pemilukada yang terjadi di Kabupaten Muna 

dan Kabupaten Mamberamo Raya melengkapi ‘noda kecil’ 

penyelenggaraan Pemilukada Serentak Tahun 2015, yakni manakala 

penyelenggara Pemilu harus menunda penyelenggaraan Pemilukada di 5 

(lima) daerah lainnya yakni Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Manado, 

Kabupaten Fakfak, Kabupaten Simalungun, dan Kota Pematangsiantar.  

Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Muna, Kota Pematangsiantar, 

dan Kabupaten Mamberamo Raya tidak dapat menetapkan hasilnya 

disebabkan oleh sejumlah kondisi, antara lain: 
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1) Kabupaten Muna 

Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Muna diwarnai adanya 

Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebanyak 2 (dua) kali. Mahkamah 

Konstitusi dalam Putusan Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 

Mei 2016 mendalilkan ada 117 pemilih yang bermasalah pada dua TPS 

yakni TPS 4 Wamponiki dan TPS 4 Raha 1 sehingga harus dilaksanakan 

Pemungutan Suara Ulang untuk yang kedua kalinya setelah 

sebelumnya MK juga telah memutuskan Pemungutan Suara Ulang di 

TPS 4 Kelurahan Raha 1, TPS 4 Kelurahan Wamponiki, dan di TPS 1 

Desa Marobo. 

2) Kota Pematangsiantar  

KPU RI melalui Surat Nomor 1020/KPU/XII/2015 memerintahkan 

penundaan pemungutan suara di Kota Pematangsiantar, sebagai 

tindak lanjut atas putusan sela PTUN terkait gugatan yang diajukan 

oleh Pasangan Calon Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga. 

Penundaan untuk Kota Pematangsiantar ditetapkan sampai ada 

keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai 

keabsahan Pasangan Calon Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga 

sebagai peserta Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2015.  

3) Kabupaten Mamberamo Raya 

Hasil Pemilukada Kabupaten Mamberamo Raya baru bisa ditetapkan 

setelah menjalani 2 (dua) kali Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 10 

TPS yang terdiri atas 2 TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan  8 

TPS di Distrik Rufaer. PSU Jilid I ini didasarkan atas Putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 24/PHP.BUP-XI/V/2016 yang dibacakan pada 22 

Februari 2016.  

Namun, setelah perintah PSU tersebut dilaksanakan, MK menilai 

masih terdapat kecurangan di sejumlah TPS, yakni adanya pergerakan 

sejumlah personil Brimob yang bergerak tanpa sepengetahuan atasan 

dan bekerja untuk kepentingan calon tertentu. Atas dasar itu, melalui 

Putusan Nomor 24/PHP.BUP - XIV/2016 yang dibacakan pada 12 Mei 

2016, MK memerintahkan untuk kembali dilakukan Pemungutan Suara 

Ulang (PSU)di 9 TPS yang terdapat pada 2 distrik, yaitu 1 TPS di Distrik 

Mamberamo Tengah Timur dan 8 TPS di Distrik Roufaer. 
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B. Data dan Fakta Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik 

Sejumlah pihak yang memiliki kaitan langsung maupun tidak langsung 

dengan penyelenggaran Pemilukada di 3 (lima) daerah tersebut di atas 

menilai telah terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 

penyelenggara Pemilukada dan memutuskan untuk mengadukannya ke 

DKPP. 

Berikut adalah tabel data pengaduan yang masuk ke DKPP berkenaan 

dengan penyelenggaraan Pemilukada di 3 (tiga) daerah dimaksud: 

 

Daerah 
Jumlah 

Pengaduan 

Verifikasi Formal Verifikasi Materiil 

BMS Lengkap Sidang Dismiss Lain-lain 

Kota 
Pematangsiantar 

3 1* 2 2 0 0 

Kabupaten Muna 3 0 3 3 0 0 

Kabupaten 
Memberamo Raya  

1 0 1 1 0 0 

* Pengaduan Belum Memenuhi Syarat Formal, dan hingga saat ini tidak memenuhi syarat 
formal. 

 

Dugaan bentuk pelanggaran yang didalilkan oleh para Pengadu juga 

beragam. Berdasarkan catatan DKPP, argumentasi dan bukti yang 

diajukan Pengadu berkenaan dengan pelanggaran terhadap asas-asas 

penyelenggara Pemilu dengan detail uraian sebagai berikut:  

 

No. 
No. 

Perkara 
Pengadu Teradu Pokok Pengaduan 

1. 39/DKPP-

PKE-

V/2016 

 

LM. Syahribin 
dan Abdul 
Hasid Pedansa 
(Kuasa dari 
Paslaon LM. 
Rusman Emba 
dan H. Abdul 
Malik Ditu 

1. La Ode Muhamad 

Amin 

2. Rakhmat Andang 

Jaya 

3. Andi Arwin 

4. Muhamad 

Suleman 

5. Yuliana Rita 

(Ketua dan 

Anggota KPU 

Kabupaten Muna) 

1. Para Teradu tidak 
cermat dalam 
menetapkan Daftar 
Pemilih Tetap (DPT) 
pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati Kabupaten 
Muna Tahun 2015. 

2. Para Teradu tidak 
merespon positif niat 
baik Pengadu yang 
mengirimkan Tim IT ke 
Kantor KPU Kabupaten 
Muna untuk melakukan 
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perbaikan DPT ganda 
tersebut. 

3. Para Teradu tidak 
memenuhi permintaan 
Pengadu agar dalam 
pendistribusian surat 
panggilan Pemilih (C6-
KWK) oleh petugas 
KPPS, melibatkan saksi 
Pasangan Calon untuk 
mempermudah 
pendistribusian kepada 
pemilih yang menurut 
Pengadu banyak 
terdapat C6-KWK fiktif 
sebagai konsekuensi 
dari penetapan DPT 
ganda. 

4. Ditemukan adanya 
pemilih yang memilih 
lebih dari satu kali pada 
TPS yang berbeda, 
pemilih yang memilih 
dengan menggunakan 
surat panggilan (C6-
KWK) milik orang lain, 
pemilih  yang namanya 
tercantum dalam DPT 
tidak dapat memilih 
karena  surat 
panggilannya (C6-KWK) 
telah digunakan orang  
lain.  

5. Pelaksanaan 
rekapitulasi perolehan 
suara di Kabupaten 
Muna, tidak sesuai 
dengan jadawal dan 
tahapan yang 
ditentukan oleh Para 
Teradu. 

6. Teradu Rakhmat 
Andang Jaya tidak 
bersikap netral dengan 
berpihak kepada 
Pasangan Calon Nomor 
Urut 3. 
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2. 40/DKPP-
PKE-
V/2016 

1. Mahiluddin 
2. Rustam 
3. Al Abzal 

Naim 
(Ketua dan 
Anggota 
Panwas 
Kabupaten 
Muna) 

1. La Ode Muhamad 

Amin 

2. Rakhmat Andang 

Jaya 

3. Andi Arwin 

4. Muhamad 

Suleman 

5. Yuliana Rita 

(Ketua dan 

Anggota KPU 

Kabupaten Muna) 

Para Teradu tidak cermat 
dan profesional dalam 
melaksanakan tugas dan 
tanggungjawabnya selaku 
penyelenggara Pemilu 
dalam pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati Kabupaten 
Muna Tahun 2015. Pengadu 
pada saat Pleno 
Rekapitulasi perolehan 
suara tingakat Kabupaten, 
menemukan adanya 
ketidaksesuaian data antara 
DA-1 dan DAA KWK. 
Pengadu juga menemukan 
adanya selisih data antara 
DPTb-2 dengan pengguna 
hak pilih DPTb-2 di 
Kecamatan Bata Laiworu. 
Dalam Pleno Rekapitulasi 
perolehan suara tersebut, 
Pengadu menemukan tidak 
adanya C7-KWK pada TPS 1, 
2, 3 Desa Oempu. 

3. 19/DKPP-
PKE-
V/2016 

La Ode Ali 
Bahar Ndoasa 

1. Mahiluddin 
2. Rustam 
3. Al Abzal Naim 

(Ketua dan 
Anggota Panwas 
Kabupaten Muna) 

Para Teradu bertindak tidak 

taat azas, tidak profesional, 

tidak netral, melanggar asas 

kepastian hukum, dan 

mencederai kehormatan 

penyelenggara Pemilu 

karena mengeluarkan 

rekomendasi pemungutan 

suara susulan di Desa 

Oempu Kecamatan 

Tangkuno tanpa dasar 

hukum dan alasan yang 

jelas. 

4. 42/DKPP-
PKE-
IV/2015 

Sutrisno 
Dalimunthe 

1. Mangasi Tua 
Purba 

2. Hermanto 
Panjaitan  

3. Jafar Sidik 
4. Riswanty 

Panjaitan 

Teradu melakukan 
pelanggaran Kode Etik 
Penyelenggara Pemilu 
berupa menghambat bakal 
calon Walikota dan Wakil 
Walikota Kota 
Pematangsiantar yaitu 
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5. Amril Zein 
(Ketua dan 
Anggota KPU 
Kota 
Pematangsiantar) 

Fernando Simanjuntak-
Arsidi yang mendaftar lewat 
jalur perseorangan untuk 
mengikuti pilkada serentak 
Tahun 2015. Para teradu 
melakukan penambahan 
point pada format BA.2-
KWK sehingga dalam 
pernyataannya di media 
massa teradu 1 menyatakan 
bahwa bakal paslon 
Fernando Simanjuntak-
Arsidi gugur atau tidak 
memenuhi syarat dukungan 
padahal Pleno penetapan 
pasangan calon yang lolos 
belum dilaksanakan. Selain 
itu, pengadu menganggap 
bahwa bakal pasangan 
calon dari perseorangan ini 
dalam sidang sengketa di 
Panwaslih Kota 
Pematangsiantar telah 
menang gugatannya tetapi 
hingga pelaporan ke DKPP 
ini bakal paslon belum 
diberi nomor urut. 

5. 61/DKPP-
PKE-
IV/2015 

Victoria 
Sidabutar 

1. Darwan Edyanto 
Saragih 

2. Manuaris 
Sitindaon 

3. Elpina 
(Ketua dan 
Anggota Panwas 
Kota 
Pematangsiantar) 

1. Para Teradu melakukan 
penyalahgunaan 
wewenang karena telah 
memutuskan perkara 
penyelesaian sengketa 
Nomor 001/PS/ PSL. 
PTS.02.04/VIII/2015 
tanggal 31 Agustus 2015 
berdasarkan kepalsuan, 
kebohongan, dan 
manipulasi; 

2. Para Teradu 
mengabaikan prinsip 
pembuktian secara 
formil dan materiil, serta 
menggunakan 
keterangan saksi palsu 
sebagai dasar dalam 
memutus sengketa 
Nomor 001/PS/PSL. 
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PTS.02. 04/VIII/2015, 
yang memerintahkan 
KPU Kota Pematang 
Siantar untuk 
membatalkan Berita 
Acara No 825/BA/KPU-
Kota-
002.656024/VII/2015. 

6. 97/DKPP-

PKE-

V/2016 

Kadir Salwey 

(Tim 

Kampanye 
Paslon Bupati 

dan Wakil 

Bupati 
Mamberamo 
Raya Nomor 

Urut 3 Dorinus 
Dasinapa-
Yakobus 

Britai) 

1. Klemes Obet 
Sineri 

2. Dorkas 
Mansawan 

3. Marthen Murafer 

4. Yesaya Dude 
5. Thonci Bilasi 

(Ketua dan 

Anggota KPU 
Kab. 

Mamberamo) 

6. Cornelia H. 

Mamoribo 
7. Andre W. 

Fonataba 
8. Semuel Dasinapa 

(Ketua dan 

Anggota Panwas 
Kab. 

Mamberamo) 

1. Para Teradu tidak 
memberikan Formulir 
C1-KWK kepada Saksi 
Paslon. Tindakan 
tersebut ditengarai 
merupakan bagian dari 
persekongkolan untuk 
memenangkan Paslon 
Nomor Urut 2; 

2. Teradu I, II, III, IV, dan V 
telah mengurangi 
perolehan suara Paslon 
Nomor Urut 3 hingga 
mencapai selisih kurang 
dari 2,5% dalam rangka 
membuka kesempatan 
kepada Paslon tertentu 
untuk mengajukan 
gugatan kepada 
Mahkamah Konstitusi; 

3. Para Teradu melakukan 
pembiaran atas 
tindakan Paslon Nomor 
Urut 2 mengerahkan 20 
personil Brimob 
bersenjata untuk 
mengintimidasi pemilih 
agar mau memilih 
Paslon Nomor Urut 2; 

4. Teradu VI, VII, dan VIII 
tidak menindaklanjuti 
sejumlah laporan 
Pengadu yang 
disampaikan baik 
sebelum maupun 
sesudah Pemungutan 
Suara Ulang (PSU). 
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C. Kinerja DKPP 

Berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2011 

Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, DKPP memiliki tugas menerima 

pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh 

Penyelenggara Pemilu, melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta 

pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya 

pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu, menetapkan putusan, 

dan menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk 

ditindaklanjuti.  

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut DKPP diberi kewenangan 

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 

2011 yaitu memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan 

pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, 

memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk 

dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain,  

dan memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti 

melanggar kode etik 

Berdasarkan data DKPP, terdapat 6 pengaduan yang dinyatakan 

memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap sidang pemeriksaan, sebagai 

berikut: 

No. No. Perkara Teradu Putusan 
1. 39/DKPP-

PKE-
V/2016 
 

1. La Ode Muhamad Amin 
2. Rakhmat Andang Jaya 
3. Andi Arwin 
4. Muhamad Suleman 
5. Yuliana Rita 

(Ketua dan Anggota 
KPU Kabupaten Muna) 

1. Peringatan/Teguran 
2. Peringatan/Teguran 
3. Peringatan/Teguran 
4. Peringatan/Teguran 
5. Peringatan/Teguran 

2. 40/DKPP-
PKE-
V/2016 
 

1. La Ode Muhamad Amin 
2. Rakhmat Andang Jaya 
3. Andi Arwin 
4. Muhamad Suleman 
5. Yuliana Rita 

(Ketua dan Anggota 
KPU Kabupaten Muna) 

1. Peringatan/Teguran 
2. Peringatan/Teguran 
3. Peringatan/Teguran 
4. Peringatan/Teguran 
5. Peringatan/Teguran 

3. 19/DKPP-
PKE-
V/2016 

1. Mahiluddin 
2. Rustam 
3. Al Abzal Naim 

1. Peringatan/Teguran 
2. Peringatan/Teguran 
3. Peringatan/Teguran 
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(Ketua dan Anggota 
Panwas Kabupaten 
Muna) 

4. 42/DKPP-
PKE-
IV/2015 

1. Mangasi Tua Purba 
2. Hermanto Panjaitan  
3. Jafar Sidik 
4. Riswanty Panjaitan 
5. Amril Zein 

(Ketua dan Anggota 
KPU Kota 
Pematangsiantar) 

4. Rehabilitasi 
5. Rehabilitasi 
6. Rehabilitasi 
7. Rehabilitasi 
8. Rehabilitasi 

5. 61/DKPP-
PKE-
IV/2015 

1. Darwan Edyanto 
Saragih 

2. Manuaris Sitindaon 
3. Elpina 

(Ketua dan Anggota 
Panwas Kota 
Pematangsiantar) 

1. Pemberhentian 
Sementara 

2. Pemberhentian Tetap 
3. Pemberhentian Tetap 

6. 97/DKPP-
PKE-
V/2016 

1. Klemes Obet Sineri 

2. Dorkas Mansawan 
3. Marthen Murafer 

4. Yesaya Dude 
5. Thonci Bilasi 

(Ketua dan Anggota 

KPU Kab. 
Mamberamo) 

6. Cornelia H. Mamoribo 
7. Andre W. Fonataba 

8. Semuel Dasinapa 

(Ketua dan Anggota 
Panwas Kab. 

Mamberamo) 

Belum dibacakan 

 

 

D. Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik 

Penyelenggara Pemilu Dalam Pemilukada Kabupaten Muna, Kota 

Pematangsiantar, dan Kabupaten Memberamo Raya 

Berdasarkan catatan DKPP, terdapat 3 pengaduan terkait 

penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Muna yang diajukan ke DKPP, 2 

diantaranya terhadap Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muna 

sedangkan sisanya terhadap Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Muna. 
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Sedangkan terhadap penyelenggara Pemilukada di Kota Pematangsiantar 

terdapat 2 pengaduan yang diteruskan ke tahap sidang pemeriksaan yakni 

masing-masing terhadap Ketua dan Anggota KPU Kota Pematangsiantar 

serta Ketua dan Anggota Panwas Kota Pematangsiantar. Adapun 

pengaduan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilukada di 

Kabupaten Memberamo Raya terdapat 1 pengaduan yang masuk ke DKPP 

dan telah menjalani sidang pemeriksaan. Berikut ini adalah tabel 

penanganan perkara 3 (tiga) Pemilukada dimaksud. 

Tabel 
Penanganan Perkara Kode Etik Penyelenggara Pemilu 

Di Kabupaten Muna, Kota Pematangsiantar, dan Kabupaten Mamberamo 
Raya 

Daerah 
Nomor 

Perkara 
Teradu Keterangan 

Kabupaten 
Muna 

39/DKPP
-PKE-
V/2016 
40/DKPP
-PKE-
V/2016 

1. La Ode Muhamad 
Amin 

2. Rakhmat Andang 
Jaya 

3. Andi Arwin 
4. Muhamad 

Suleman 
5. Yuliana Rita 

(Ketua dan 
Anggota KPU 
Kabupaten 
Muna) 

Sudah Diputus, dengan 
amar Putusan: 
1. Peringatan/Tegura

n 
2. Peringatan/Tegura

n 
3. Peringatan/Tegura

n 
4. Peringatan/Tegura

n 
5. Peringatan/Tegura

n 
Kabupaten 
Muna 

19/DKPP
-PKE-
V/2016 

1. Mahiluddin 
2. Rustam 
3. Al Abzal Naim 

(Ketua dan 
Anggota Panwas 
Kabupaten 
Muna) 

Sudah Diputus, dengan 
amar Putusan: 
1. Peringatan/Tegura

n 
2. Peringatan/Tegura

n 
3. Peringatan/Tegura

n 
Kota 
Pematangsianta
r 

42/DKPP
-PKE-
IV/2015 

1. Mangasi Tua 
Purba 

2. Hermanto 
Panjaitan  

3. Jafar Sidik 
4. Riswanty 

Panjaitan 
5. Amril Zein 

(Ketua dan 
Anggota KPU 

Sudah Diputus, dengan 
amar Putusan: 
1. Rehabilitasi 
2. Rehabilitasi 
3. Rehabilitasi 
4. Rehabilitasi 
5. Rehabilitasi 
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Kota 
Pematangsiantar
) 

Kota 
Pematangsianta
r 

61/DKPP
-PKE-
IV/2015 

1. Darwan Edyanto 
Saragih 

2. Manuaris 
Sitindaon 

3. Elpina 
(Ketua dan 
Anggota Panwas 
Kota 
Pematangsiantar
) 

1. Pemberhentian 
Sementara 

2. Pemberhentian 
Tetap 

3. Pemberhentian 
Tetap 

Kabupaten 
Mamberamo 
Raya 

97/DKPP
-PKE-
V/2016 

1. Klemes Obet 

Sineri 
2. Dorkas 

Mansawan 
3. Marthen Murafer 

4. Yesaya Dude 
5. Thonci Bilasi 

(Ketua dan 

Anggota KPU 
Kab. 
Mamberamo) 

6. Cornelia H. 
Mamoribo 

7. Andre W. 

Fonataba 

8. Semuel Dasinapa 
(Ketua dan 

Anggota Panwas 
Kab. 
Mamberamo) 

Pemeriksaan sudah 
selesai. Putusan akan 
dibacakan tanggal 22 
Juli 2016. 

 

 

E. Kesimpulan 

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan undang-undang, 

DKPP telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan. Sejumlah 

pengaduan terkait penyelenggaraan Pemilukada di 3 (tiga) daerah yakni 

Kabupaten Muna, Kota Pematangsiantar, dan Kabupaten Mamberamo 

Raya yang masuk ke DKPP telah ditangani secara baik sesuai ketentuan 

pedoman beracara kode etik penyelenggara Pemilu.  
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F. Penutup 

Demikian laporan ini disusun sebagai bahan pembahasan dalam Rapat 

Dengar Pendapat antara DKPP dengan Komisi II DPR RI. Semoga 

memberikan manfaat bagi upaya untuk mewujudkan Pemilu yang 

berintegritas di Indonesia. 

 

        Jakarta,        Juli 2016 
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Lampiran I 

Jumlah Pengaduan yang Diterima DKPP  

Periode Tahun 2012 s.d. Tahun2016* 

Jenis Pemilu 2012 2013 2014 2015 2016 Jumlah 

Pilkada 47 248 72 329 173 869 

Pileg 10 119 758 0 3 908 

Pilpres 0 0 18 0 0 18 

Lain-lain 42 239 31 149 26 469 

Total 99 606 879 478 202 2.264 

*Data Per-14 Juni 2016 

 

Rekapitulasi Pengaduan Terhadap Unsur Pengadu* 

Provinsi 2012 2013 2014 2015 2016 

Peserta Pemilu/Paslon 18 154 384 127 63 

Tim Kampanye 4 31 14 42 38 

Masyarakat/Pemilih 49 315 315 211 60 

Penerusan Bawaslu/KPU 20 65 166 79 37 

Partai Politik 8 41 0 19 4 

Total 99 606 879 478 202 

*Data Per-14 Juni 2016 
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Lampiran II 
 
 
 
 
 


